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PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  JOHN KENEDY AZIS

Jabatan : Bupati Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

1. Mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja
ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah
ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang

Pariaman.

2. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui
tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan
masyarakat, tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan indeks

pelayanan publik.

3. Menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Inspektorat Daerah.

4. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola

pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

S. Melaksanakan dan mendorong inovasi daerah dalam upaya percepatan

pembangunan, pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.

6. Tercapainya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah secara akurat,




transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna
mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Membangun jejaring kerja dan menjalin komunikasi baik dengan
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mengupayakan
percepatan program pembangunan daerah dan dukungan anggaran
dalam mencapai target kinerja.

8. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, budaya yang positif dan
saling berkolaborasi.

9. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target
perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang saya pimpin.

10.Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap disiplin serta
kinerja sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah yang saya
pimpin.

11.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi
tanggung jawab saya.

12.Bersedia dievaluasi dan hasilnya dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan mutasi dan rotasi jabatan meskipun masa jabatan belum
mencapai 2 Tahun.

Pihak kedua :

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluas
Terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini.

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi dalam rangka mewujudkan Kabupaten

Padang Pariaman yang lebih baik, lebih maju dan masyarakatnya lebih

bahagia.
Pariaman, 02 Januari 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
JOHN KENEDY AZIS SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si

NIP. 19820708 200112 2 001




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIO ALFIAN, S.STP
Jabatan : Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target Kkinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si RIO ALFIAN, S.STP




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ns. EDRALINA, S.Kep, MM
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama :  SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si Ns. EDRALINA, S.Kep.MM
NIP. 19820708 200112 2 001 NIP. 19790812 200012 2 001




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOFRI AZNIKA PUTRA, S.Sos
Jabatan : PLT.Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si NOFRI AZNIKA PUTRA, S.Sos
NIP. 19820708 200112 2 001 NIP. 19931120 201903 1 005




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEDI HENDRA, S.Pd.I, MA
Jabatan : Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas  Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 2 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si MEDI HENDRA, S.Pd.I, MA
NIP. 19820708 200112 2 001 NIP. 19810215 200902 1 002




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMADI, S.Sos,MM

Jabatan : Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang
Pariaman

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target Kkinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 2 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si DARMADI, S.Sos,MM
NIP. 19820708 200112 2 001 NIP. 19700207 199203 1 005




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANIBAL, SE
Jabatan : Fungsional Penyuluh Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang
Pariaman
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama :  MEDI HENDRA, S.Pd.I, MA

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target Kkinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 2 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

MEDI HENDRA, S.Pd.I, MA HANIBAL, SE
NIP. 19810215 200902 1 002 NIP. 19690416 198908 1 001




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASLINDA ROZA
Jabatan : Fungsional Pekerja Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang
Pariaman
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama :  RIO ALFIAN, S.STP

Jabatan : Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target Kkinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 2 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

RIO ALFIAN, S.STP MASLINDA ROZA
NIP. 19840612 201001 1 005 NIP. 19711110 199403 2 003




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESKIMARFIAL, AMd
Jabatan : Fungsional Analis Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang
Pariaman
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Ns. ERDALINA, S.Kep

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas  Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Ns. ERDALINA, S.Kep DESKIMARFIAL, AMd
NIP. 19790812 200012 2 001 NIP. 19780324 200604 1 009




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASNI, S.Sos, MM
Jabatan : Fungsional Analis Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang
Pariaman
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Ns. ERDALINA, S.Kep

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Perempuan Dinas  Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 2 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Ns. EDRALINA, S.Kep.MM ASNI, S.Sos, MM
NIP. 19650722 199203 2 006 NIP. 19691122 199403 2 004




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRI, SE

Jabatan : Fungsional Perencana Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang
Pariaman

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHATMAN, S.Pd, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target Kkinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SUHATMAN, S.Pd, M.Si HENDRI, SE
NIP. 19800419 200501 1 008 NIP. 19760226 200701 1 006




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADE AFNI CANDRA
Jabatan : Staf Pengadministrasian Keuangan
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama :  NOFRI AZNIKA PUTRA, S.Sos
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target Kkinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

NOFRI AZNIKA PUTRA, S.Sos ADE AFNI CANDRA
NIP. 19931120 201903 1 005 NIP. 19820421 201001 2 011




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARDIMAN, S.Sos
Jabatan : PLT. Kepala UPTD PPA
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama :  PLT. NOFRI AZNIKA PUTRA, S.Sos
Jabatan : Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

NOFRI AZNIKA PUTRA, S.Sos ARDIMAN, S.Sos
NIP. 19931120 201903 1 005 NIP. 19760202 201406 1 002




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMI AULIA, S.Sos
Jabatan . Staf

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . RIO ALFIAN, S.STP, M.I.Lkom

Jabatan : KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS
SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PADANG
PARIAMAN

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target Kkinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

RIO ALFIAN, S.STP, M.I.Lkom RAHMI AULIA, S.Sos
NIP. 19860411 200602 1 001 NIP. 19970614 202203 2 005




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMIL SALIM, S.AP
Jabatan : Analis Data dan Informasi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  DARMADI,S.Sos,MM

Jabatan : KABID REHABILITASI SOSIAL

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

DARMADI,S.Sos,MM EMIL SALIM, S.AP
NIP. 19700207 199203 1 005 NIP. 19821119 200701 1 008




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRIYANDI ARIPIN, S.T

Jabatan : Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : ARDIMAN, S.Sos
Jabatan : PLT. UPTD PPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target Kkinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

ARDIMAN, S.Sos SUPRIYANDI ARIPIN, S.T
NIP. 19760202 201406 1 002 NIPPPK. 19881019 202421 1 004




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. DEWI RATNA
Jabatan : Penyuluh Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Ns. EDRALINA, S.Kep, MM

Jabatan : KABID PEMPBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Ns. EDRALINA, S.Kep, MM Dra. DEWI RATNA
NIP.19790812 200012 2 001 NIP. 19710401 199403 2 003




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang -efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFADLI, SE
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ns. EDRALINA, S.Kep, MM

Jabatan : KABID PEMPBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target Kkinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Ns. EDRALINA, S.Kep, MM ZULFADLI, SE
NIP.19790812 200012 2 001 NIPPPK. 19851231 202421 1 014




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  YULIA WARDANI, SE

Jabatan : Panata Layanan Operasional
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama :  NOFRI AZNIKA PUTRA, S.Sos

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

NOFRI AZNIKA PUTRA, S.Sos YULIA WARDANI, SE
NIP.199311 201903 1 005 NI PPPK. 19950626025212130




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  SILVA MAIDONA, SH

Jabatan : Fungsional Analis Kebijakan Pratama Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  PLT. NOFRI AZNIKA PUTRA, S.Sos

Jabatan : Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target Kkinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

NOFRI AZNIKA PUTRA, S.Sos SILVA MAIDONA, SH
NIP.199311 201903 1 005 NIPPPK. 19800514 202421 2 015




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMADENI, S.Sos
Jabatan : Analis Kebijakan Pratama

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama :  RIO ALFIAN, S.STP

Jabatan : Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

RAHMADENI, S.Sos

RIO ALFIAN, S.STP NIPPPK. 19780715202421 2 009

NIP. 19860411 200602 1 001




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERA ELFIZA, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Pratama
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  NOFRI AZNIKA PUTRA, S.Sos

Jabatan : Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

PLT.NOFRI AZNIKA PUTRA, S.Sos FERA ELFIZA, SE
NIP.199311 201903 1 005 NIPPPK. 19830730 202421 2 021




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI RAHMASARI

Jabatan : Operator Layanan Operasional

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . DARMADI, S.Sos,MM

Jabatan : Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang
Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 2 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

DARMADI, S.Sos,MM DEWI RAHMASARI
NIP. 19700207 199203 1 005 NIPPPK. 199212162025212019




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKO ARSAL, S.Pd

Jabatan : Penata Layanan Operasional
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama :  MEDI HENDRA, S.Pd.I, MA

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman
selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 2 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

MEDI HENDRA, S.Pd.I, MA EKO ARSAL, S.Pd
NIP. 19810215 200902 1 002 NIPPPK. 198911212025211019




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOHANES AURI, A.Md
Jabatan : PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama . RIO ALFIAN, S.STP
Jabatan : KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Dinas

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 2 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

RIO ALFIAN, S.STP YOHANES AURI, A.Md
NIP. 19860411 200602 1 001 NIPPPK. 19800714292025211041







—_—

PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFADLI, SE
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN

selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Ns. EDRALINA, S.Kep, MM

Jabatan : KABID PEMPBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Ns. EDRALINA, S.Kep, MM ZULFADLI, SE
NIP.19790812 200012 2 001 NIPPPK. 19851231 202421 1 014




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WARAS ANTONY, SE

Jabatan : Penata Layanan Operasional

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . DARMADI, S.Sos,MM

Jabatan : Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang
Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 2 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

DARMADI, S.Sos,MM WARAS ANTONY, SE
NIP. 19700207 199203 1 005 NIPPPK. 19850728202521 1 074







PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RANU WIJAYA, SE

Jabatan : Operator Layanan Operasional
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pecapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si RANU WIJAYA, SE
NIP.198207082001122001 NI PPPK. 19890129 202521 1 081




PADANG PARIAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KAMAL SAPUTRA

Jabatan : Operator Layanan Operasional
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  NOFRI AZNIKA PUTRA, S.Sos

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Padang Pariaman

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 02 Januari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

NOFRI AZNIKA PUTRA, S.Sos KAMAL SAPUTRA
NIP.199311 201903 1 005 NI PPPK. 19880125 202521 1 087






PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1) (2) (3) (4)
s Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Keadilan Indeks Pemberdayaan Gender 48.54
Gender dalam Pembangunan
4 Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Indeks Perlindungan Khusus Anak 73,96
Hak Anak
Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) 60, 83
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk 32
TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) !
Meningkatnya Pelayanan Sosial Pada Pemerlu . 0

3 Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase PPKS yang tertangani 85%
Meningkatkan Kapasitas Potensi Sumber o

4 Kesejahteraan Sosial (PSKS) Persentase PSKS yang berdaya 92%

c Meningkatnya Transpara_n5| dan Akuntabilitas Nilai AKIP Perangkat Daerah (80,35) A
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

PERJANJIAN KINERJA PRIORITAS PIMPINAN TAHUN 2026
NO SASARAN STRATEGIS TARGET|  Limit Waktu
Pencapaian
1) (2) (3) (4) (4)

1 Meningkatnya penanganan dan pemulihan sosial Persentase ODG]J terlantar yang 859 Januari s/d
Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). mendapatkan layanan rehabilitasi sosial ° Desember 2026
Meningkatnya kemandirian keluarga penerima Persentase Keluarga Penerima Manfaat :

) . i . . Januari s/d

2 |manfaat melalui proses graduasi mandiri berbasis  |[(KPM) yang melakukan graduasi 10%

. Desember 2026
data yang akurat. mandiri
Meningkatnya ketersediaan dan fungsi Pusat

5 |Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat nagari | Persentase nagari yang memiliki 0% Januari s/d
dalam rangka peningkatan akses pelayanan Puskesos aktif 0 Desember 2026
kesejahteraan sosial.

W N
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Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Perberdayaan Sosial

Program Rehabilitasi Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Penanganan Bencana

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Program Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan

Program Pemenuhan Hak Anak

Program Perlindungan Khusus Anak

Pihak Kedua
BUPATI PADANG PARIAMAN

JOHN KENEDY AZIS

Anggaran (Rp)
4.362.335.903

92.619.600
282.187.750
82.429.300
173.570.450
7.260.000

170.674.800

61.560.500
35.987.500
118.642.200

5.387.268.003

Keterangan

Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis 4
Sasaran Strategis 3
Sasaran Strategis 3
Sasaran Strategis 3
Sasaran Strategis 4
Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 2
Sasaran Strategis 2
Sasaran Strategis 2

PARIAMAN, 02 JANUARI 2026
Pihak Pertama
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si
NIP. 19820708 200112 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
1 (2) (3) (4
1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang .
Pemerintahan Daerah 1 ditindaklanjuti 100%
2 |Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 85
3 |Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti 100%
Program Anggaran
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 43.362.335.903

Pihak Kedua

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si

NIP. 19820708 200112 2 001

PARIAMAN, 02 JANUARI 2026
Pihak Pertama
SEKRETARIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SUHATMAN, S.Pd, M.Si
NIP. 19800419 200501 1 008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

&) (2) 3) (4)

1 Terlaksananya Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 168 dokumen
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

2 Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan 5 dokumen
Pelaksanaan Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD

3 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi 14 Dokumen
Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir ah Khir Tah
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Jumlah Laporan I_(euanga_n A, ir Tahun SKPD

4 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 5 Laporan

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pihak Kedua
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nofri Aznika Putra, S.Sos
NIP. 19931120 201903 1 005

PARIAMAN, 02 JANUARI 2026
Pihak Pertama

STAF (BENDAHARA PENGELUARAN)

ADE AFNI CANDRA
NIP. 19820421 201001 2 011




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 (3) (4)
Terlaksananya Pendataan dan
1 |Pengolahan Administrasi 1 Juml_ah Dok_umen Pendgtaan dan Pengolahan 38 Dokumen
. Administrasi Kepegawaian
Kepegawaian
Terlaksananya Koordinasi dan . —
2 |Pelaksanaan Sistem Informasi 2 Jumiah Dokume_n Hasil Koordln.a5| dan . 38 Dokumen
- Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian
Kepegawaian
T'ersed|anya.Jasa Peme”haraan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan o ; . .
3 - - 3 |Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak 10 Unit
Perizinan Kendaraan Dinas L
; dan Perizinannya
Operasional atau Lapangan
Terlaksananya Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 107 Unit
4 . . 4 L
Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara
PARIAMAN, 02 JANUARI 2026
Pihak Kedua Pihak Pertama
PLT.KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PLT. UPTD PPA
Nofri Aznika Putra, S.Sos ARDIMAN, S.Sos

NIP. 19931120 201903 1 005 NIP. 19760202 201406 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN SUB.KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1) (2) (3) (4)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan
1 |Penanganan Khusus bagi Kelompok Penanganan Khusus bagi Kelompok |18 Orang
Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota
Terlaksananya Kampung yang Jumlah Kampung yang Melaksanakan
) Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan 16 K
. ampung
Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Kewenangan Kabupaten/Kota

Kampung Siaga Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pihak Kedua

KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

RIO ALFIAN, S.STP
NIP. 19860411 200602 1 001

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026

Pihak Pertama

PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN

YOHANES AURI, A.Md

NIPPP. 19800714292025211041




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN SUB. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1 (2) (3) (4)
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat

1 |Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai 20 Orang
Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
Terl_aksananya Pemberian Bimbingan Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada
Sosial kepada Keluarga Penyandang I

- . Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut . .

2 Usia Terlantar Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta | 30 Orang

serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pihak Kedua
KABID REHABILITASI SOSIAL

DARMADI, S.Sos,MM
NIP. 19700207 199203 1 005

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026
Pihak Pertama
Penata Layanan Operasional

WARAS ANTONY, SE
NI PPPK. 19850728 202521 1 074




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN SUB. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1) (2) (3) (4)
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Jumlah Anak Korban Kekerasan yang
1 |Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan mendapatkan Layanan Pengaduan atau 55 Orang
Tingkat Kabupaten/Kota Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah Anak Korban Kekerasan yang
2 Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi mendapatkan pendampingan korban Tingkat 55 Orang

Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

Pihak Kedua
PLT. KEPALA UPTD PPA

ARDIMAN, S.Sos
NIP. 19760202 201406 1 002

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026
Pihak Pertama
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

SUPRIYANDI ARIPIN, S.T
NI PPPK. 19881019 202421 1 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3

Q)

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam
bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi

Jumlah perempuan yang telah terdaftar sebagai
Anggota Partai Politik

49 Organisasi

Terlaksananya Peran serta Perempuan dalam Masyarakat

Jumlah Organisasi Perempuan yang Aktif

12 Organisasi

Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang
mendapatkan pelatihan kewirausahaan

37 Orang

Kegiatan

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pihak Kedua
KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Ns. EDRALINA, S.Kep, MM
NIP. 19790812 200012 2 001

Rp 113.968.800

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026
Pihak Pertama
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

ASNI, S.Sos, MM
NIP. 19691122 199403 2 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 |Meningkatnya rehabilitasi sosial Persenta§e Penyandang Disabilitas Terlantar yang 100%
terpenuhi kebutuhan Dasarnya
Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan 100%
pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar
panti
Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan o
Dasarnya 100%
Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi
100%
Kebutuhan
Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi
100%
Kebutuhan Dasarnya
Persentae Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang 100%
terpenuhi kebutuhan dasarnya
Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 68
Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 65
Indeks Peranan Sosial 48

1

Program

Program Rehabilitasi Sosial

Pihak Kedua
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si
NIP. 19820708 200112 2 001

Anggaran

Rp 282.187.750

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026
Pihak Pertama
KABID REHABILITASI SOSIAL

DARMADI, S.S0s,MM
NIP. 19700207 199203 1 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN SUB. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 (2) (3) 4
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan

1 |Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan 18 Orang
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan

2 |bagi Korban Bencana Kewenangan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan 2 Orang

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota

Pihak Kedua

KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

RIO ALFIAN, S.STP
NIP. 19860411 200602 1 001

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026
Pihak Pertama
ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA

RAHMADENI, S.Sos
NIPPPK. 19780715202421 2 009




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1) 2 3 (4
1 Terlaksananya Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Jumlah Kelembagaan PUG 7 lembaga

Gender (PUG)

Jumlah ARG yang tersedia dalam APBD tahun
berjalan

Rp 1.600.000.000

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam

Jumlah perempuan yang telah terdaftar sebagai

2 bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Anggota Partai Politik 49 Orang
3 |Terlaksananya koordinasi pengumpulan data Gender Jumlah buku data gender terpilah yang tersedia
- 2 buku
Terpilah
Kegiatan
1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Rp 30.035.000,00
Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten
2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Rp 29.291.000,00

dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pihak Kedua
KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Ns. EDRALINA, S.Kep. MM
NIP. 19790812 200012 2 001

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026
Pihak Pertama

FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

DESKIMARFIAL, Amd
NIP. 19780324 200604 1 009




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO

SASARAN SUB. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 (2) (3) 4
Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan jumlah SDM lembaga masyarakat dan
perempuan di bidang politik, atau hukum, perempuan yang mendapatkan sosialisasi
1 |atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan tentang pemberdayaan perempuan bidang 40 Orang
Kabupaten/Kota politik, hukum, sosial, ekonomi
Terlaksananya penguatan kerjasama antar
2 lembaga penyedia layanan Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia 5 Dokumen

pemberdayaan perempuan
kewenangan Kabupaten/Kota

layanan pemberdayaan perempuan

Pihak Kedua
KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Ns. EDRALINA, S.Kep. MM
NIP. 19790812 200012 2 001

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026
Pihak Pertama

Penyuluh Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Dra. DEWI RATNA
NIP. 19710401 199403 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET
1) (2) (3) )]
Tersedianya Laporan dan Pertanggung jawaban Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan
1 1 [perundang undangan 5 Laporan
Penggunaan Anggaran

Kegiatan

1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SUHATMAN, S.Pd, M.Si
NIP. 19800419 200501 1 008

Rp

3.739.878.103

PARIAMAN, 02 JANUARI 2026

Pihak Pertama
FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN DAERAH

DEWI SURYANI, SE

NIP. 19730108 201406 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

(2)

(3

(4)

Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG
dan Peran Perempaun dalam pembangunan

Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada
belanja langsung APBD

3,12%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

61

Tingkat pemanfataan data gender dan anak dalam

i 55%
2 |Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan . .
3 [gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berspektif 50%

anak

Gender dan Hak Anak sesuai standar

Program

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan

Pihak Kedua
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si
NIP. 19820708 200112 2 001

Anggaran

Rp 170.674.800

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026
Pihak Pertama
KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Ns. EDRALINA, S.Kep. MM
NIP. 19790812 200012 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN SUB. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1) (2) () 4)
Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial
1 | Kesejahteraan Sosial Perseorangan Masyarakat dan/atau Tenaga 121 Orang
Kewenangan Kabupaten/Kota Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang
Meningkat Kapasitasnya
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial
2 |Kesejahteraan Sosial Kewenangan yang Meningkat Kapasitasnya 2 lembaga

Kabupaten/Kota

Kewenangan Kabupaten/Kota

Pihak Kedua
KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN

MEDI HENDRA, S.Pd.I, MA
NIP. 19810215 200902 1 002

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026
Pihak Pertama

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

EKO ARSAL, S.Pd
NIPPPK. 198911212025211019




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN SUB. KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3)
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan

1 penguatan dan pengembangan Lembaga 1 Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan 3 Lembaga
Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan 9
Kewenangan Kabupaten/Kota non pemerintah)

2 |[Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku
pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan 2 kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan 5 Kegiatan

dan pemangku kepentingan di tingkat
Kab/Kota

sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota

Pihak Kedua
PLT.KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK

Noftri Aznika Putra, S.Sos
NIP. 19931120 201903 1 005

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026
Pihak Pertama

FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

FERA ELFIZA, SE
NIPPPK. 19830730 202421 2 021




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1) (2) (3) (4)
Terlaksananya }(ebutuhan Dlsabllltas_ terlantar, Anak Jumlah Masyarakat yang usulannya telah diverifikasi
1 |Terlantar, Lansia terlantar Luar Panti, Gelandangan ermintaannva sesuai dengan kondisi Faktual 105 Orang
dan Pengemis kebutuhan terlantar sesuai Standar P Y g
Jumlah Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia
terlantar Luar Panti, Gelandangan dan Pengemis yang | 105 Orang
Data telah diverifikasi
Jumlah Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia
terlantar Luar Panti, Gelandangan dan Pengemis yang| 105 Orang

kebutuhan dasar yang diberikan.

Kegiatan

1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Pihak Kedua
KABID REHABILITASI SOSIAL

DARMADI, S.Sos,MM
NIP. 19700207 199203 1 005

Rp 212.722.000

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026
Pihak Pertama
ANALIS DATA DAN INFORMASI

EMIL SALIM, S.AP
NIP. 19821119 200701 1 008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

@)) (2) (3) (4)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

1 12 Laporan
Menyurat Surat menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

2 |Komunikasi, Sumber Daya Air dan Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 Paket
Listrik Listrik yang Disediakan

Pihak Kedua
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nofri Aznika Putra, S.Sos
NIP. 19931120 201903 1 005

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026

Pihak Pertama

Pengelola Umum Operasional

FANI AFTA

NI PPPK. 199404302025212128




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
Terlaksananya peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
1 |Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan (PSKS) yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan 6 PSKS
dan pelatihan
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang
tersertifikasi dan terakreditasi > lembaga
Jumlah KPM Miskin yang mendapat bantuan usaha 65 KPM
untuk PPKS
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Khusus Veteran dan Ahli Jumlah veteran dan ahli waris veteran yang
2 Waris Veteran diberikan santunan 73 Orang
3 |Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terawat 2 TMP
Kegiatan
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
! Daerah Kabupaten/Kota Rp 92.619.600
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2 (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Rp 79.465.750
Panti Sosial
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Rp 2.260.000

Kabupaten/Kota

Pihak Kedua

KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN

MEDI HENDRA, S.Pd.I, MA
NIP. 19810215 200902 1 002

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026
Pihak Pertama
FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL

HANIBAL, SE
NIP. 19690416 198908 1 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1) (2) 3) 4
Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang
1 . . tepat waktu 8 Dokumen
berkualitas baik
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 4 Dokumen

kinerja perangkat daerah

Kegiatan

Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SUHATMAN, S.Pd, M.Si
NIP. 19800419 200501 1 008

Rp 44.000.600

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026
Pihak Pertama
FUNGSIONAL PERENCANA

HENDRI, SE
NIP. 19760226 200701 1 006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1) (2) (3) 4)
1 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 12 Laporan
Tamu Tamu
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
2 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 Laporan

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

SKPD

Pihak Kedua
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nofri Aznika Putra, S.Sos
NIP. 19931120 201903 1 005

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026

Pihak Pertama

Operator Layanan Operasional

KAMAL SAPUTRA

NI PPPK. 19880125 202521 1 087




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) 3) 4
Terlaksananya pembinaan terhadap
1 pendamping Jumlah pendamping PKH yang mengikuti 55 orang

Program Keluarga Harapan

kegiatan P2K2

Jumlah data yang verified dan valid

26.700 orang

Jumlah KPM PKH yang mengikuti kegiatan
P2K2

17.230 orang

Terlaksananya penyaluran bantuan terhadap
korban bencana

jumlah logistic yang diberikan pada korban
pasca bencana

538 Paket

Jumlah Kejadian Bencana yang ditangani
dlam waktu < 3 hari dibagi jumlah kejadian
bencana sosial

1 Kali Bencana

Kegiatan

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

Pihak Kedua

KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

RIO ALFIAN, S.STP, M.I. kom
NIP. 19860411 200602 1 001

Rp 43.139.300

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026
Pihak Pertama
FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL

MASLINDA ROZA
NIP. 19711110 199403 2 003




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARTIAMAN

NO

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1)

(2

3)

*

Meningkatnya pemberdayaan sosial

Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan
sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar
panti

82%

Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan
Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam
Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya diluar HIV/AIDS
dan NAPZA

100%

Persentase pekerja sosial / tenaga kesejahteraan

sosial dan atau relawan sosial yang melaksanakan
penanganan korban bencana pada masa tanggap
darurat dan pasca bencana sesuai standar

100%

Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat
Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial

67%

Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial
yang meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial

68%

Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial
(PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan
pelayanan sosial sesuai standar

80%

Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran
korban tindak kekerasan

Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan
dam dan luar negeri yang mendapatkan layanan
pemulangan

2%

Persentase warga negara migran korban tindak
kekerasan yang tertangani

100%

Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan

Persentase taman makam pahlawan nasional yang
terkelola dengan baik

100%

N

PROGRAM

PEMBERDAYAAN SOSIAL
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Pihak Kedua
KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si
NIP. 19820708 200112 2 001

Rp 92.619.600
Rp 7.260.000

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026
Pihak Pertama

KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN

MEDI HENDRA, S.Pd.I, MA
NIP. 19810215 200902 1 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO

SASARAN SUB.KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

€9) (2) (3)

Tersedianya Layanan Pengaduan atau Jumlah Perempuan Korban Kekerasan

Penjangkauan bagi Perempuan Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan
1 |kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota atau Penjangkauan korban Tingkat| ° ©Orang

Kabupaten/Kota

Tersedianya Layanan pendampingan Jumlah Perempuan Korban

korban bagi Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan
2 |Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota pendampingan korban > Layanan

Tingkat Kabupaten/Kota

Pihak Kedua
PLT. KEPALA UPTD PPA

ARDIMAN, S.Sos
NIP. 19760202 201406 1 002

PARIAMAN, 2 JANUARI 2026
Pihak Pertama

FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN

GUSNELI YANTI, S.Pd

NIPPPK. 19820831 202521 2 009




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1) (2 3) 4)
Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat
1 Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian dan Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala 25 Oran
kesejahteraan pegawai Jumlah SKP ASN 9
Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP
Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai
2 |Terlaksananya tertib administrasi perkantoran ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan 200 Surat
Jumlah pelayanan yang terfasilitasi
Jumlah pelayanan yang terfasilitasi 1.125 Pelayanan
3 Terlak;ananya Pengadaaq Barang Milik Daerah Jumiah penambahan nilai aset Rp )
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah objek aset yang terkelola .
4 . - 87 unit
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah total nilai aset Rp7.082.000.000
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang
5 . 12 bulan
Daerah tersedia
JL_JmIa_h jasa penunjang perkantoran yang 12 bulan
disediakan
Kegiatan Anggaran (Rp)
1 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 83.430
2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp )
3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Rp 315.848.200
Daerah
4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rp 179.178.500
Pemerintahan Daerah
5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Rp -

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pihak Kedua

SEKRETARIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SUHATMAN, S.Pd, M.Si
NIP. 19800419 200501 1 008

PARIAMAN, 02 JANUARI 2026

Pihak Pertama

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nofri Aznika Putra, S.Sos

NIP. 19931120 201903 1 005




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO

SASARAN SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

@)

(3

G)

Penyediaan Layanan Rujukan
Lanjutan bagi Perempuan
Korban

Kekerasan yang Memerlukan
Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan
yang diterima/dilayani

12 orang

Kegiatan Penyediaan Layanan
bagi Anak yang Perlindungan

Khusus

yang Memerlukan Koordinasi

Tinakat

Jumlah korban kekerasan yang berkebutuhan
khusus yang ditindaklanjuti

55 orang

PLT.KABID PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN

Pihak Kedua

ANAK

Nofri Aznika Putra, S.Sos

NIP. 19931120 201903 1 005

PARIAMAN, 02 JANUARI 2026
Pihak Pertama

PLT. UPTD PPA

ARDIMAN, S.Sos
NIP. 19760202 201406 1 002




HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP
HASIL PRA EVALUASI INSPEKTORAT TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH DINSOS P3A

NAMA DOKUMEN

HASIL PRAEVALUASI

RPJMD Priode 2025 — 2029

Renstra Priode 2025 — 2029

Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2026

LKJiP Tahun 2025

Rencana Aksi Tahun 2025

Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025

Rencana Aksi Tahun 2026

IKU Priode 2025-2029

Renja Tahun 2025

Renja Perubahan Tahun 2025

Renja Tahun 2026

ol Rlolo|aale|x|Nio|o|s v .—\g

Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai
Triwulan 2 Tahun 2026

16. | Pedoman Teknis Perencanaan 2026

17. Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan
Data Kinerja 2026

18. Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal
2026

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026

20. | Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025

21. | SOTK

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,

(NANDA FAULANA PUTRA, SE,C.FrA, CTT)

REVISI BERJENJANG

Ketua Tim Dainis

Wanjab

Tanggal | Paraf | Tanggal

Paraf

Tanggal Paraf
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